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ABSTRAK 

 

 

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, tradisi, 

bahasa, dan sumber daya alam memiliki potensi besar dalam bidang 

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Potensi tersebut meliputi Ekspresi 

Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan 

Indikasi Geografis yang diwariskan secara turun-temurun dan bernilai 

ekonomis serta kultural. Namun, pemanfaatan tanpa perlindungan yang 

memadai telah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti klaim sepihak 

oleh negara lain maupun eksploitasi komersial oleh pihak asing. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap KIK dalam 

perspektif perundang-undangan di Indonesia serta merumuskan konsep ideal 

pengaturan ke depan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum 

normatif dan pendekatan konseptual, perundang-undangan, serta historis, 

ditemukan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi 

terkait KIK, namun pengaturannya masih tersebar dan bersifat sektoral 

tanpa adanya satu Undang-undang tentang perlindungan KIK yang 

komprehensif. Selain itu, implementasi perlindungan oleh pemerintah 

daerah masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi kewenangan dan 

sumber daya. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan norma hukum yang 

memberikan kepastian dan efektivitas perlindungan KIK, serta peran aktif 

pemerintah pusat dan daerah dalam penginventarisasian dan pelestarian 

KIK. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik 

dan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan perlindungan 

KIK di masa depan. 

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual Komunal, Perlindungan Hukum, 

Perundang-undangan, Kepastian Hukum, Pemerintah Daerah. 
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LEGAL PROTECTION OF COMMUNAL INTELLECTUAL PROPERTY IN THE 

PERSPECTIVE OF LEGISLATION IN INDONESIA 

 

ABSTRACT 

 

 

Indonesia, with its vast diversity of cultures, traditions, languages, and natural 

resources, holds immense potential in the realm of communal intellectual 

property (CIP). This includes traditional cultural expressions, traditional 

knowledge, genetic resources, and geographical indications that are passed down 

across generations and possess both economic and cultural value. However, 

insufficient legal protection has led to various issues, including foreign 

exploitation and unilateral claims by neighboring countries. This study aims to 

analyze the legal protection of CIP in the context of Indonesian legislation and 

propose a conceptual framework for future regulatory improvements. Using 

normative legal research methods with conceptual, statutory, and historical 

approaches, the study reveals that although several laws regulate aspects of CIP, 

they are fragmented and lack a comprehensive legal framework. Existing 

regulations primarily assign the duty of CIP inventory and preservation to the 

government, but without clear operational mechanisms, particularly at the 

regional level. Local governments, despite being closest to the traditional 

communities, often face challenges in authority, resources, and implementation. 

The study concludes that a more integrated, specific legal instrument is needed to 

ensure legal certainty and effective protection of CIP. Strengthening institutional 

roles, legal norms, and coordination between central and regional governments is 

essential to safeguard Indonesia’s communal intellectual wealth. The findings are 

expected to contribute academically and offer policy recommendations for 

enhancing CIP protection in Indonesia. 

 

Keywords: Communal Intellectual Property, Legal Protection, Legislation, Legal 

Certainty, Regional Government. 
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